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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR

. Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka diperlukan segera
penyesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas,
periu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1270) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310) ;



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4437) yang telah disempurnakan dengan
PERPU Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah, penganggaran
dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penunjang
operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta
tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana
operasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun
2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur ;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun
2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
04 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 04
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 04), yang telah beberapa kali diubah
dengan peraturan daerah :

d.

b.

Nomor 02 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006
Nomor 02).
Nomor 01 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007
Nomor 01).

diubah sebagai berikut :

. Ketentuan Pasal 1 angka 24 A dan angka 24 B diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

24A Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

24B Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan
bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan iain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

Ketentuan Pasal 14 A diubah, sehingga Pasal 14 A berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14 A

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
setiap bulan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.



3. Ketentuan Pasal 14 B diubah, sehingga Pasal 14 B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar
4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2%z (dua seperdua)
jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
— - - Pada tanggal 10 Juli 2007
' / f[ BUPATLAUWU TIMUR
Ko} | H. ANDI HATTA M.
Diundangkan di Malili
Pada tanggal 10 Juli 2007
o SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 07.



